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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis dampak pemeberlakuan 
undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara terhadap 
tenaga honorer pada pemerintah sekretariat daerah kabupaten bengkalis dan 
untuk mengetahui apa saja upaya atau kebijakan pemerintah kabupaten bengkalis 
dalam menata administrasi kepegawaian tenaga honorer dan sejenisnya sesuai 
dengan undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dan 
dampak pemberlakuan undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur 
sipil negara terhadap tenaga honorer dan sejenisnya pada pemerintah daerah 
kabupaten bengkalis. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan 
pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu wawancara, dokumentasi dan observasi. Informen penelitian 
dilakukan dengan teknik purposive sampling. Berdasarkan hasil pengolahan data 
dapat disimpulkan bahwa kebijakan Pemerintah Kabupaten Bengkalis senantiasa 
menata administrasi kepegawaian tenaga honorer dan sejenisnya melalui 
terbentuknya legalitas formalnya seperti diterbitkannya surat keputusan (SK) 
tenaga honorer yang awalnya dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat Daerah, 
untuk tahun 2019 seterusnya surat keputusan (SK) sudah dialihkan kepada 
masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah) baik itu Kepala Badan dan 
Kepala Dinas dilingkungan istansi, selain itu Pemerintah Kabupaten Bengkalis 
dalam menjalankan roda pemerintahan (kinerja) masih membutuhkan tenaga 
honorer seperti tenaga operator, keamanan dan kebersihan yang sifatnya untuk 
membantu kelancaran perencanaan pekerjaan. 
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1.1  Latar Belakang 
Permasalahan pegawai tidak tetap selama ini memang menjadi polemik 
masalah kepegawaian di Indonesia. Kedudukannya yang dilematis dan ambigu 
antara dibutuhkan maupun tidak diperlukan. Mengenai status dan posisi pegawai 
tidak tetap dalam konstelasi pendayagunaan aparatur negara sangatlah dinamis, 
semenjak disahkannya undang-undang nomor 5 tahun 2014 ini. Dikatakan 
sangatlah dinamis, karena terdapat berbagai perubahan yang signifikan dalam 
memilih posisi pegawai tidak tetap dalam manajemen kepegawaian negara 
kontemporer. (Wisisto Raharjo Jati, 2015;101) Adapun berbagai macam 
perubahan tersebut meliputi adanya aspek pemberian tugas pokok fungsi, relasi 
kedudukannya dengan pegawai negeri sipil, mekanisme pengangkatan, maupun 
tunjangan kesejahteraan yang selama ini menjadi krusial dalam membincangkan 
pegawai tidak tetap ini. 
Untuk membentuk Aparatur Sipil Negara yang mampu menyelenggarakan 
pelayanan publik dan menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan 
Negara Republik Indonesia, maka perlu mengganti undang-undang nomor 8 tahun 
1974 tentang pokok-pokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan 
undang-undang nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas undang-undang 
nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian, dan undang-undang 
nomor 43 tahun 1999 pun diganti dengan uandang-undang baru nomor 5 tahun 





sudah tidak sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global sehingga perlu 
di ganti. Perubahan atas UU No. 43 tahun 1999 dengan UU No. 5 tahun 2014 
menciptakan kondisi transisi terhadap kedudukan lembaga kepegawaian di 
Indonesia. (Eni Suharti,2016;2) 
Kekuasaan ini disalahgunakan oleh penguasa orde baru untuk menguasai 
struktur birokrasi pemerintahan dengan konsep monoloyalitas. Kosep seperti ini 
yang akan menjadi dampak permasalahan dengan penataan kepegawaian dimana 
sejak berlakunya undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil 
negara yang di singkat sebagai ASN. 
Keberadaan tenaga honorer dalam perkembangannya dilingkungan instansi 
pemerintah bertujuan untuk membantu kinerja PNS yang mana PNS tersebut 
sudah kewalahan dalam menjalankan fungsi dari pemerintah daerah yaitu salah 
satunya dalam hal pelayanan publik yang merupakan fungsi dari Pemerintah 
Daerah itu sendiri (Putri Aldila & I Kutut Suardita;2). Tenaga honorer memegang 
peranan penting demi terselenggaranya pelayanan publik yang maksimal bagi 
masyarakat, sebab pelayanan publik sangat berhubungan langsung dengan 
masyarakat itu sendiri sehingga proses pelayanan publik harus bisa memuaskan 
masyarakat itu sendiri. 
Tenaga honorer itu sendiri memiliki pengertian yaitu seseorang yang 
diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan 
untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu pada istansi pemerintah atau yang 
penghasilannya menjadi beban APBN/APBD. Tenaga honorer ini kemudian 
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dibedakan menjadi 2 yaitu tenaga honorer kategori K1 dan tenaga honorer 
kategori K2. 
Alasan diberlakukannya tenaga honorer itu sendiri lebih kepada karena 
perekrutannya bisa dilakukan secara kecil-kecilan atau massif. Hal ini juga 
didasari banyaknya istansi-istansi pemerintah yang membutuhkan tambahan 
pegawai sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik 
terutama didaerah-daerah dalam jumlah kadang-kadang besar juga. Hal ini 
didasarkan pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian Pasal 2 ayat 3 yang berbunyi: Disamping pegawai negeri sipil 
sebagaimana  dimaksud dalam ayat 1, pejabat yang berwenang dapat mengangkat 
pegawai tidak tetap. Pegawai tidak tetap ini dapat dikategorikan sebagai tenaga 
honorer dan tenaga kontrak. 
Setelah diberlakunya Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara keberadaan tenaga honorer ini kemudian di hapus. Istilah tenaga 
honorer tidak ada dalam UU No. 5 Tahun 2014 ini dan digantikan dengan 
pegawai pemerintah dengan penggunaan kontrak (PPPK). Tetapi tenaga honorer 
tidak bisa menjadi pegawai pemerintah dengan penggunaan kontrak harus ada 
seleksi dan test sehingga pemerintah daerah tidak bisa sembarangan menjaring 
pegawai pemerintah dengan penggunaan kontrak dan harus sesuai dengan 
kebutuhan mengingat pegawai pemerintah dengan penggunaan kontrak 
mempunyai hak yang sama dengan PNS yaitu berupa jaminan kesehatan dan lain-




Fenomena yang terjadi setelah berlakunya undang-undang nomor 5 tahun 
2014 tentang aparatur sipil negara terhadap tenagga honorer pemerintah 
sekretariat daerah kabupaten bengkalis, dengan diberlakukannya undang-undang 
nomor 5 tahun 2014 maka pegawai pemerintah dengan penggunaan kontrak maka 
mau tidak mau pemerintah daerah harus menghapus keberadaan tenaga honorer 
sesuai dengan amanat UU Nomor 5 Tahun 2014. Karena, didalam undang-undang 
nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara hak tenaga honorer untuk 
mendapatkan gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan dan pengembangan 
kompetensiitu tidak ada di jelaskan. Tetapi hal itu tidak menciptakan sebuah 
keadilan bagi tenaga honorer apalagi  tenaga honorer yang telah bekerja selama 
puluhan tahun berharap suatu saat dapat dianggkat menjadi calon PNS tiba-tiba 
dengan berlakunya aturan baru maka mereka di hapuskan. 
Dengan demikian tindakan pemerintah daerah untuk pemberlakuan PPPK 
mau tidak mau eksistensi terhadap tenaga honorer akan hilang, sehingga 
pemerintah dalam hal ini seharusnya lebih memperhatikan keberadaan tenaga 
honorer yang sekarang dan kejelasan status tenaga honorer perlu untuk diberi 
keadilan agar tidak terjadi yang diinginkan dan menimbulkan permasalahan 
kedepannya. 







Tabel 1.1 Jumlah pegawai dan honorer pada kantor sekretariat daerah 
kabupaten bengkalis tahun 2019 
 
No Pegawai Jumlah Pegawai 
1. PNS 180 
2. HONORER 230 
Sumber: Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis 
 
Berdasarkan tabel 1.1 tersebut maka dapat dilihat bahwa jumlahpegawai 
ini ternyatalebih banyak pegawi honorer ketimbang pegawai negeri sipil,didalam 
undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara istilah tenagga 
honorer ini tidak ada lagi  dalam undang-undang ini dan status tengga honorer di 
gantikan dengan pegawai pemerintah dengan penggunaan kontrak (PPPK) dalam 
pasal 22 PPPK berhak memperoleh gaji, tunjangan, cuti, perlindungan dan 
pengembangan kompetensi. 
Tabel 1.2  Jumlah Pegawai PNS dan Honorer Pada Pemerintah Sekretariat 
Daerah Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Jenjang Pendidikannya 
 
No Tingkat Pendidikan Tahun 2019 
1. Pasca Sarjana 14 
2. Sarjana  75 
3. Diploma (D3) 9 
4. SMA 82 
Jumlah PNS  180 
 
No Tingkat Pendidikan Tahun 2019 
1. Pasca Sarjana - 
2. Sarjana  45 
3. Diploma (D3) 20 
4. SMA 165 
Jumlah Honorer  230 
Sumber : Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis 
 
Berdasarkan tabel 1.2 tersebut maka dapat dilihat bahwa pegawai pada 
pemerintahan sekretariat daerah kabupaten bengkalis ada yang tingkat 
pendidikannya tamatan SMA, Diploma (D3), Sarjana, dan Pasca Sarjana. Dari 
6 
 
tabel diatas dapat dilihat bahwa pendidikan pada pegawai pemerintahan 
sekretariat daerah kabupaten bengkalis masih sangat rendah sehingga keinginan 
pegawai honorer untuk diangkat sebagai pegawai negeri sipil tidak tercapai 
setelah berlakunya undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil 
negara. 
Berdasarkan penjabaran latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk 
meneliti dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul : ANALISIS DAMPAK 
PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 
TENTANGAPARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP TENAGA 
HONORER PADA PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH 
KABUPATEN BENGKALIS 
 
1.2  Rumusan Masalah 
 Dalam uraian pada latar belakang masalah yang telah di kemukakan diatas, 
maka perumusan masalahnya adalah: 
1. Bagaimana dampak pemberlakuan undang-undang no 5 tahun 2014 
tentang aparatur sipil negara terhadap administrasi kepegawaian tenaga 
honorer dan sejenisnya pada pemerintah daerah kabupaten bengkalis? 
2. Apa saja upaya atau kebijakan pemerintah kabupaten bengkalis dalam 
menata administrasi kepegawaian tenaga honorer dan sejenisnya sesuai 






1.3  Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui dampak pemberlakuan undang-undang no 5 tahun 2014 
tentang aparatur sipil negara terhadap administrasi kepegawaian tenaga 
honorer dan sejenisnya pada pemerintah daerah kabupaten bengkalis. 
2. Untuk mengetahui apa saja upaya atau kebijakan pemerintah kabupaten 
bengkalis dalam menata administrasi kepegawaian tenaga honorer dan 
sejenisnya sesuai dengan undang-undang no 5 tahun 2014 tentang aparatur 
sipil negara. 
 
1.4  Manfaat Penelitian  
1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan 
dan wawasan penelitian analisis dampak pemberlakuan undang-undang 
No.5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara terhadap tenaga honorer. 
2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan 
bagi pimpinan pemerintah sekretariat daerah kabupaten bengkalis. 
3. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak lain yang 
ingin melakukan penelitian lebih lanjut. 
 
1.5  Fokus Penelitian 
Dari latar belakang masalah yang ada maka dalam penelitian ini dilakukan 
pembatasan masalah agar peneliti lebih terarah dan terfokus bagaimana dampak 
pemberlakuan undang-undang no 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara 
terhadap administrasi kepegawaian tenaga honorer dan sejenisnya pada 
pemerintah daerah kabupaten bengkalis dan apa saja upaya pemerintah kabupaten 
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bengkalis dalam menata administrasi kepegawaian tenaga honorer dan sejenisnya 
sesuai dengan undang-undang no 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. 
 
1.6  Sistematika Penulisan 
BAB I  :  PENDAHULUAN 
  Bab ini dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, 
manfaat penelitian serta sistematika penelitian. 
BAB II  :  LANDASAN TEORI 
  Bab ini menguraikan tentanng konsep, konsep operasional/variable 
penelitian, hipotesis, dan kerangka pemikiran. 
BAB III  :  METODE PENELITIAN 
  Bab ini merupakan bab yang menjelaskan tentang waktu dan lokasi 
penelitian, jenis sumber data, populasi, dan sample teknik 
pengumpulan data, serta analisis data. 
BAB IV :  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
  Bab  ini mengumpulkan tentang sejarah singkat, visi dan misi, 
Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis dan 
Satuan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis. 
BAB V :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
  Bab ini membahas tentang hasil penelitian yang dilakukan pada 
Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis. 
BAB VI :  PENUTUP 
  Bab ini mencoba mengambil beberapa kesimpulan dan dilanjutkan 







2.1  Pengertian Administrasi Kepegawaian 
Menurut Drs. Miftah Thoha (1987;16-18) Administrasi kepegawaian atau 
sering disebut manajemen kepegawaian tidak asing lagi bagi kegiatan administrasi 
instansi pemerintah. Istilah ini merupakan suatu peristilahan yang terancang 
secara umum yang dapat diperbandingkan dengan istilah-istilah manajemen 
tenaga kerja(man power or human resc). Administrasi kepegawaian dalam 
instansi pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari kegiatan administrasi secara 
keseluruhan. Bahkan administrasi kepegawaian ini merupakan salah satu unsur 
dari administrasi tersebut. Sebagai salah satu unsur sifat administrasi kepegawaian 
masih tetap administrasi hanya saja sasaran dari kegiatannya ialah tenaga kerja 
manusia. Lingkup administrasi kepegawaian ini antara lain, penerimaan, 
penempatan, pengembangan dan pemberhentian tenaga kerja dalam rangka 
memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan 
sebelumnya. Dengan demikian sasaran dan lingkup kegiatan administrasi 
kepegawaian adalah pegawai itu sendiri dengan dimulai dari saat penerimaan 
sampai dengan pemberhentiannya. 
Konsep administrasi kepegawaian atau personnel administration di 
Amerika Serikat dipergunakan dalam bidang pemerintah, sedangkan personnel 
managemen diterapkan dalam bidang bisnis. Di Indonesia ada kecenderungan 
menggunakan manajemen kepegawaian (personnel management) di bandingkan 





Menurut M. Manullang (1998;15) administrasin kepegawaian adalah seni 
dan ilmu perencanaan, pelaksanaan dan pengontrolan tenaga kerja untuk 
mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan memberikan kepuasan kepada para 
pekerja. 
Menurut Burhannudin A. Tayibnapis (1994;15) administrasi kepegawaian 
sebagai upaya memperoleh pegawai negeri sipil yang loyal kepada pancasila dan 
undang-undang dasar 1945, cakap, terampil, jujur, dan disiplin dalam 
melaksanakan pokok pemerintahan dan pembangunan. 
Sedangkan menurut Arifin Abdurrachman (1989;16) mengatakan bahwa 
administrasi kepegawaian adalah salah satu cabang dari administrasi negara yang 
berkaitan dengan para pegawai negara. 
Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian 
administrasi kepegawaian negara adalah pengelolaan kepegawaian negara atau 
pegawai negeri yang dikaji sebagai ilmu dan seni mempelajari proses penggunaan 
tenagga manusia mulai penerimaan hingga pemberhentiannya. Selain itu, 
administrasi kepegawaian negara adalah proses penyelenggaraan politik 
kepegawaian atau program kerja, dan tujuan yang berhubungan dengan tenaga 
kerja manusia yang digunakan dalam usaha kerjasama untuk mencapai tujuan. 
Secara fungsional, administrasi kepegawaian negara adalah mengatur dan 
mengurus penggunaan tenaga kerja manusia sebagai usaha kerja sama dalam 
merumuskan tujuan, sasaran pokok kebijakan politik, dan menyusun organisasi 
untuk menyelenggarakan pelaksanaan tujuan sasaran pokok atau kebijaksanaan 
politik itu.(Rusdi & Muammar Alkadafi;2018;14) 
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2.2  Tujuan Administrasi Kepegawaian 
Menurut pigores dan myers dalam buku Dr. Sahya Anggara yang berjudul 
Administrasi Kepegawaian (2016;16-17), tujuan administrasi kepegawaian adalah 
sebagai berikut: 
1. Effective utilization of human rescoures, yaitu memanfaatkan tenaga 
manusia secara efektif. Sumber daya manusia dapat memberikan hasil 
pekerjaan yang memuaskan. Semua tenaga kerja dalam organisasi dapat 
bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Administrasi 
kepegawaian berarti mengelola profesionalitas para pegawai sesuai dengan 
kemampuan, keahlian, dan kebutuhan organisasi. Demikian pula, tenaga 
kerja yang tidak sesuai kebutuhan organisasi harus dilatih agar memiliki 
keahlian yang berdayaguna dan berhasil guna sehingga langkah awal dari 
proses administrasi kepegawaian adalah pengadaan (recrutment) tenaga 
kerja. Dalam proses pengadaan tenaga kerja diperlukan analisis kebutuhan 
menyangkut semua fungsi dan tugas yang ada. Dengan demikian, 
organisasi membutuhkan pengisian tenaga untuk setiap fungsi dan tugas 
tersebut. Jika pengadaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan yang ada, 
demikian pula tenaga kerja yang direkrut itu sesuai dengan persyaratan 
yang dikemukakan sehingga efektivitas tenaga kerja dalam organisasi akan 
diperoleh. 
2. Desirable working relationship among all member of the organization, 
yaitu membangun sistem yang intergral, artinya setiap subsistem saling 
berhubungan dan melaksanakan kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan 
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yang telah direncanakan. Hubungan kerja antara pegwai, antara atasan dan 
bawaahan, atasan dan koleganya, dan bawahan dan bawahan menentukan 
keberhasilan penugasan. Hubungan kerja yang diharapkan adalah 
hubungan kerja yang harmonis lahir dan batin sehingga para pegawai 
menikmati pekerjaannya masing-masing. 
3. Maximum individual development yaitu mengembangkan kecakapan 
individu semaksimal mungkin. 
 
2.3  Fungsi Administrasi Kepegawaian 
Menurut felix A. Nigro dalam bukunya Rusdi & Muammar Alkadafi yang 
berjudul Administrasi Kepegawaian Aparatur Negara (2018:22-23) fungsi 
administrasi kepegawaian negara adalah sebagai berikut: 
1. Pengembangan struktur organisasi untuk melaksanakan program 
kepegawaian sehingga tugas dan tanggung jawab setiap pegawai 
ditentukan dengan tugas dan jelas. 
2. Klasifikasi jabatan yang sistematis dan perencanaan gaji yang adil dengan 
mempertimbangkan saingan dari sektor swasta. 
3. Penarikan tenaga kerja yang baik. 
4. Seleksi pegawai yang menjamin pengangkatan calon pegawai yang cakap 
dan penepatannya dalam jabatan yang sesuai. 
5. Perencanaan pelatihan jabatan yang luas dengan tujuan menambah 
keterampilan pegawai, meningkatkan semangat kerja, dan mempersiapkan 
kenaikan jabatan atau kenaikan pangkat. 
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6. Penilaian kecakapan pegawai secara berkala dengan tujuan meningkatkan 
hasil kerja dan menentukan pegawai-pegawai yang cakap. 
7. Perncanaan kenaikan jabatan yang didasarkan atas kecakapan pegawai 
dengan adanya sistem jabatan dengan cara menepatkan pegawai-pegawai 
yang cakap ditempatkan pada jabatan-jabatan yang sesuai dengan 
kecakapannya sehingga mereka dapat mencapai tingkat jabatan yang 
setinggi-tingginya. 
8. Kegiatan untuk memperbaiki hubungan antar manusia. 
9. Kegiatan untuk memelihara dan mempertahankan semangat kerja dan 
disiplin pegawai. 
Pada saat ini, pengelolaan pegawai dalam organisasi telah bergeser dari 
pendekatan administrasi kepegawaian menjadi manajemen sumber daya manusia. 
Secara ringkas manajemen sumber daya manusia adalah proses pengadaan sumber 
daya paling penting bagi suatu organisasi, yaitu sumber daya manusia, yang 
mencakup pengadaan sumber daya manusia yang diperlukan organisasi untuk 
mencapai tujuannya, mengembangkan kapasitasnya, memanfaatkan kapasitas 
sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan organisasi, mempertahankan 
sumberdaya terbaik dengan menerapkan sistem kompensasi yang sesuai dengan 
tanggung jawab dan kinerjanya dalam organisasi, serta menjamin loyalitas kepada 
organisasi melalui penyediaan jaminan kesejahteraan yang memadai pada saat 





2.4  Pengertian Aparatur Sipil Negara 
Subjek hukum terhadap sumber daya manusia di bidang kepegawaian 
adalah pegawai Aparatur Sipil Negara. Berdasarkan pasal 1 angka 1 UU No. 5 
Tahun 2014, Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan 
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada istansi pemerintah. 
Adapun pegawai Aparatur Sipil Negara menurut undang-undang nomor 5 
tahun 2014 dalam bukunya Sri Hartini & Tedi Sudrajat yang berjudul hukum 
kepegawian di indonesia (2017;32-33) adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai 
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat oleh pejabat Pembina 
kepegawaian dan diserahi tugas dalam dalam suatu jabatan pemerintahan atau 
diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-
undangan. Mencermati hal  tersebut, maka jelas bahwa profesi ASN terbagi 
menjadin 2 (dua) kategori, yaitu Pegawai Negeri Sipil dan PPPK. 
Dalam melaksanakan tugasnya,Aparatur Sipil Negara sebagai profesi 
berlandaskan pada prinsip sebagai berikut: 
1. Nilai dasar. 
2. Kode etik dank ode perilaku. 
3. Komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab. 
4. Pada pelayanan publik. 
5. Kompetensi. 
6. Kualifikasi akademik. 
7. Jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas. 
8. Profesionalitas jabatan.ian  
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Mencermati keberadaan dari subjek kepegawaian, maka pegawai aparatur 
sipil negara merupakan istilah baru yang dimunculkan dalam UU No. 5 tahun 
2014 untuk mengakomodir 2 (dua) profesi yang bekerja dalam instansi 
pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. 
Selanjutnya yang di maksud dengan Pegawai Negeri Sipil adalah warga 
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara 
tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah. 
Sedangkan yang di maksud dengan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja 
(PPPK) adalah warga negara indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang 
diangkat berdasarkan perjanjian kerja uantuk jangka waktu tertentu dalam rangka 
melaksanakan tugas pemerintah. 
 
2.5  Jenis, Status dan Kedudukan 
Pegawai ASN terdiri atas PNS dan PPPK. Sedangkan PNS merupakan 
pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai oleh pejabat pembina kepegawaian 
dan memiliki nomor pegawai secara nasional. Sedangkan status PPPK merupakan 
Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian oleh pejabat 
pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan 
undang-undang. Sedangkan pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur 
negara. Pegawai ASN melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan 
instansi pemerintah, dan pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi 
semua golongan dan partai politik. 
Adapun hak dan kewajiban Aparatur Sipil Negara berdasarkan undang-
undang nomor 5 tahun 2014 sebagai berikut: 
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1. Hak Pegawai ASN  
Agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan 
baik dan akuntabel, maka setiap Pegawai Negeri Sipil diberikan hak 
sebagai berikut: 
a. Gaji, tunjangan, dan fasilitas 
b. Cuti 
c. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua 
d. Perlindungan dan 
e. Pengembangan kompetensi 
Selain hak sebagaimana disebutkan di atas, adapun didalam buku 
Rusdi & Muammar Alkadafi yang berjudul administrasi kepegawian 
aparatur sipil negara (2018:42-28) berdasarkan pasal 70 UU ASN 
disebutkan bahwa setiap Pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan 
untuk mengembangkan kompetensi berdasarkan Pasal 92 UU ASN 
pemerintah juga memberikan perlindungan berupa: 
a. Jaminan kesehatan 
b. Jaminan kecelakaan kerja 
c. Jaminan kematian dan 
d. Bantuan hukum 
Sedangkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) 
berhak memperoleh: 




c. Perlindungan dan 
d. Pengembangan kompetensi. 
Adapun yang dimaksud dengan “gaji” adalah kompensasi dasar 
berupa honorium sesuai dengan badan kerja, tanggung jawab jabatan dan 
resiko pekerjaan yang di tetapkan oleh peraturan perundang-undangan. 
Selain gaji, PNS juga menerima tunjangan dan fasilitas. Tujangan meliputi 
tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan. Tunjangan kinerja dibayarkan 
sesuai pencapaian kinerja. Tunjangan kemahalan dibayarkan sesuai dengan 
tingkat kemahalan berdasarkan indeks harga yang berlaku di daerah 
masing-masing. 
Menurut undang-undang nomor 43 tahun 1999 tentang pokok-
pokok kepegawaian pasal 2 ayat 3 menjelaskan bahwa di samping 
pegawain negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, pejabat yang 
berwenang dapat mengangkat pegawai tidak tetap. Hal inilah yang menjadi 
dasar untuk diangkatnya tenaga honorer untuk bekerja di instansi 
pemerintah. 
Namun sejak keluarnya peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005 
terdapat penjelasan mengenai tenagga honorer dan ini pula yang menjadi 
implikasi banyaknya minat menjadi tenaga honorer. Adapun penjelasan 
tentang pengertian tenaga honorer terdapat dalam pasal 1 ayat 1 peraturan 
pemerintah nomor 48 tahun 2005 yaitu Tenaga honorer adalah seseorang 
yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam 
pemerintah untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah 
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atau yang penghasilannya menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja 
negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dikeluarkannya 
peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005 dengan alasan untuk lebih 
memprioritaskan tenaga honorer menjadi CPNS. Hal ini berlanjut dengan 
dikeluarkannya peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2007 yang berisi 
perubahan pertama dari peraturan pemerintah nomor 5 tahu 2005 dan 
perubahan kedua dengan keluarnya peraturan pemerintah nomor 56 tahun 
2012.  
Dalam peratura pemerintah nomor 56 tahun 2012 tenaga honorer 
dibagi menjadi honorer kategori 1, honorer kategori 2 dan jabatan 
mendesak untuk menjadi CPNS. 
Berlakunya undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur 
sipil negara membuat kedudukan tenaga honorer menjadi hilang. Hal ini 
terjadi dikarenakan ketentuan dalam undang-undang nomor 5 tahun 2014 
mendefinisikan istilah pegawai pemerintah dengan penggunaan kerja 
(PPPK). Sehingga secara otomatis kedudukan tenaga honorer menjadi 
hilang dan digantikan oleh PPPK. 
Walaupun PPPK dengan tenaga honorer secara kedududukan 
hampir sama akan tetapi secara otomatis tenaga honorer dapat langsung 
menjadi PPPK. Hal ini dikarenakan PPPK berada dengan tenaga honorer 
sebab PPPK itu sendiri memiliki kontrak perjanjian kerja yang jelas 
sehingga hal ini membedakan dengan tenaga honorer. Kemudian hal yang 
paling membedakan adalah PPPK tidak dapat diangkat secara otomatis 
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menjadi calon pegawai negeri sipil, ini berbeda dengan tenaga honorer 
yang dapat diangkat secara otomatis setelah keluarnya peraturan 
pemerintah nomor 48 tahun 2008 dengan masa kerja minimal satu tahun. 
Hal ini juga dilakukan pemerintah sebagai upaya untuk menaikkan 
integritas dan profesionalisme di dalam tubuh kepegawian Indonesia. 
Sehingga tenaga honorer yang ingin menjadi PPPK harus memenuhi syarat 
administratif dan harus melaksanakan beberapa tes. 
Terkait dengan Manajemen PPPK itu sendiri tertuang dalam 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 pasal 94 yang terdiri atas: 
a. Penetapan kebutuhan 
b. Pengadaan 
c. Penilaian kinerja 
d. Penggajian dan tunjangan 
e. Pengembangan kompetensi 
f. Pemberian penghargaan 
g. Disiplin 
h. Pemutusan hubungan kerja 
i. Perlindungan. 
Terkait dengan jabatan yang diisi oleh PPPK, hal itu diatur dengan 
peraturan presiden dan setiap instansi pemerintah wajib menyusun 
kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK berdasarkan analisis jabatan dan 
analisis beban kerja seperti tertuang pada pasal 94 ayat 1 dan 2 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2014. Terkait dengan penggajian dan tunjangan, 
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PPPK berhak menerima gaji dan tunjangan dari pemerintah berdasarkan 
beban kerja, tanggung jawab jabatan dan resiko pekerjaan. Untuk beban 
anggaran gaji PPPK dibebankan pada anggaran APBN/APBD sesuai 
dengan pasal 101 Undang-Undang 5 tahun 2014. 
 
2.6  Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 
Tentang Aparatur Sipil Negara Terhadap Tenaga Honorer 
Terbitnya peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005 yang memunculkan 
istilah tenaga honorer, memuat masyarakat menjadi berminat untuk bekerja 
sebagai tenaga honorer, adapun pengertian tenaga honorer terdapat dalam pasal 1 
ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005. Tenaga honorer adalah 
seorang yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam 
pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau 
yang penghasilannya menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau 
anggaran pendapatan dan belanja daerah. Penerbitan peraturan pemerintah 
tersebut didasarkan pada alasan untuk mengutamakan pengangkatan tenaga 
honorer menjadi calon pegawai negeri sipil. Hal ini dilanjutkan dengan 
diterbitkannya peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2007 perubahan pertama dari 
peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005 dan perubahan kedua dengan 
diterbitkannya peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2012. 
 Terbitnya peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2012 tentang 
pengangkatan tenaga honorer yang merupakan perubahan kedua atas peraturan 
pemerintah nomor 48 tahun 2005 tersebut mengatur 3 (tiga) hal yaitu, mengenai 
honorer ketegori I, honorer kategori II, dan jabatan mendesak untuk diangkat 
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menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Peraturan pemerintah ini akan 
menjadi payung hukum dalam pengangkatan tenaga honorer ketegori I atau yang 
disebut dengan honorer tertinggal atau tercecer secara adil dan transparan. Selain 
itu terbitnya peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2012 ini bisa mengakhiri rezim 
honorer sehingga manajemen pegawai negeri sipil (PNS) dapat ditata sesuai 
dengan prinsip-prinsip merit sistem dan tidak dijadikan komoditi politik ajang 
KKN  yang mengakibatkan rendahnya kualitas birokrasi tanah air. 
 Setelah munculnya undang- undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur 
sipil negara membuat kedudukan tenaga honorer menjadi tidak jelas. Kedudukan 
tenaga honorer menjadi tidak jelas karena istilah tenaga honorer diganti menjadi 
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dengan demikian secara tidak 
langsung kedudukan tenaga honorer menjadi hilang dan dan diganti oleh pegawai 
pemerintah dengan perjanjian kerja. Jika diperhatiakan, kedudukan pegawai 
pemerintah dengan perjanjian kerja hampr sama. Namun tenaga honorer tidak bisa 
secara otomatis diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. 
Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja berbeda dengan tenaga honorer, 
karena pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja memiliki kontrak perjanjian 
kerja yang jelas. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tidak dapat secara 
otomatis diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil. Sebaliknya, tenaga honorer 
dapat diangkat secara otomatis menjadi calon pegawai negeri sipil setelah 
dikeluarkannya peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2008. Pengangkatan ini 
dapat dilakukan jika yang bersangkutanmasa kerja minimal satu tahun. Kebijakan 
ini dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan integritas dan 
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profesionalisme di dalam tubuh kepegawaian indonesia. Tenaga honorer yang 
berminat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja harus memenuhi 
syarat administratif wajib mengikuti seleksi oleh pemerintah. 
 Dalam menghadapi masalah hukum tersebut, maka diperlukan 
penyelesaian dengan menggunakan asas-asas prevensi, yaitu: 
1. Lex Superior Derogate legi inferiori, peraturan perundang-undangan yang 
lebih tinggi tingkatnya mengenyampingkan berlakunya peraturan yang 
tingkatannya dibawah. 
2. Lex spesialis derogate legi generali, peraturan perundang-undangan yang 
bersifat khusus mengenyampingkan berlakunya peraturan perundang-
undangan yang bersifat lebih umum. 
3. Lex posteriori derogate legi priori, peraturan perundang-undangan yang 
baru mengenyampingkan berlakunya peraturan perundang-undangan yang 
lama. 
Dengan masih banyaknya pemerintah daerah yang mengangkat tenaga 
honorer, meskipun dalam peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2015 pemerintah 
tidak boleh mengangkat tenaga honorer, secara tidak langsung. Dalam negara 
hukum setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum sesuai dengan asas 
legalitas. Asas ini menentukan tanpa adanya dasar wewenang yang diberikan oleh 
suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka aparat pemerintah tidak 
akan memiliki wewenang yang dapat mempengaruhi atau mengubah keadaan atau 
posisi hukum warga masyarakatnya. 
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Peraturan ini sangat bertolak belakang dengan undang-undang sebelumnya 
yang memberikan jalan bagi tenaga honorer untuk otomatis diangkat menjadi 
calon pegawai negeri sipil apabila telah cukup lama mengapdi di sebuah instansi 
pemerintah. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dalam undang-undang 
nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara tidak dapat diangkat penjadi 
pegawai negeri sipil. Mereka harus mengikuti seleksi layaknya pelamar umum. Di 
lain sisi, tenaga honorer dapat diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil jika 
telah mengapdi 1 tahun masa bekerja. 
Penerapan kebijakan terkait pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja 
harus menunggu adanya sebuah peraturan pemerintah dan peraturan presiden, 
sesuai dengan pasal 94 ayat 1 undang-undang 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil 
negara. Namun sampai saat ini, peraturan pemerintah dan peraturan presiden yang 
terkait dengan  pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja belum ada, sehingga 
nasib para tenaga honorer menjadi semakin tidak jelas. Disatu sisi pemerintah 
belum bisa menerapkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tanpa adanya 
sebuah aturan presiden dan di satu sisi yang lain pemerintah harus menghapuskan 
keberadaan tenaga honorer sesuai dengan amanat undang-undang nomor 5 tahun 
2014 tentang apartur sipil negara.Jurnal made aditya pramana putra (2016;620-
624). 
 
2.7  Aparatur Sipil Negara dalam Perspektif Islam 
Aparatur sipil negara dalam islam diistilahkan dengan tabi’in (pengikut). 
Dimana tabi’in diwajibkan untuk patuh dan taat terhadap perintah dan peraturan 
yang dibuat oleh ulil amri (pemerintah). Istilah pegawai pemerintah di dalam 
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islam tidak terlepas dari sejarah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ketika 
memimpin pemerintahan. Nabi Muhammad SAW sebagai kepala negara 
bertanggung jawab penuh melantik dan mengangkat dewan penasehat 
(mustasyar), sekretaris (katib) staf khusus, ajudan, (rasul), juru bicara, staf ahli 
(syu’ra dan kutaba), gubernur, kepala daerah, dan jabatan umum (wali), manajer 
lokal atau pejbat sipil (ru’sa), pengawas (nakib), hakim dan jakasa (qudat), dan 
pejabat serta petugas pasar dan keuangan (sahib al-suq). Setiap lembaga negara 
yang bertugas mengurusi rakyat bertanggung jawab penuh kepada kepala negara 
dan diawasi oleh badan pengawas khusus yang tergabung dalam majlis nuqaba. 
Struktur kekuasan juga dibagi dalam perwakilan, dalam situasi mendesak dan 
darurat, Nabi akan melantik pejabat khusus tentunya setelah melalui musyawarah 
dengan dewan nasehat. 
Negara Madinah juga membentuk “departemen” yang membidangi 
administrasi pemerintah (diwanal-Insya), yang bertugas dalam penulisan 
dokumen politik, wahyu, undang-undang keselamatan , dokumen negara, 
perjanjian, pengutusan wakil keamanan, pelaksanaan institusi diplomatik 
(sifarah), sistem risalah, terjemahan bahasa asing untuk tujuan dakwah dan 
hubungan bilateral, perlindungan keamanan dalam masa perang dan perdamaian.  
Sedangkan dalam islam seorang pegawai yang netral itu harus yang 
amanah, ia harus berlaku adil, tidak memihak dan berbuat curang. Masalah 
keadilan Allah SWT. Tegaskan di dalam al-qur’an yaitu: 
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                        
                            
                           
Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-
benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap 
dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya 
ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya.Maka 
janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari 
kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan 
menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui 
segala apa yang kamu kerjakan”(QS. An-Nisa: 135). 
 
2.8  Penelitian Terdahulu 
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu 
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2.9  Kerangka Pemikiran 
 Uma Sekaran dalam sugiono (2007) mengemukakan bahwa kerangka 
berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori  berhubungan 
dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. 
Kerangka berpikir bertujuan untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang 
variabel penelitian dan indikator-indikator yang menentukannya. Adapun 












Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 
Tentang Pokok-Pokok Kepegawian 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara 
Status pegawai tidak tetap (honorer) digantikan 
dengan PPPK setelah berlakunya Undang-









2.10  Konsep Operasional 
Konsep operasional adalah unsur yang memberikan bagaimana cara 
mengukur satuan variabel sehingga dengan pengukuran tersebut dapat diketahui 
indikator apa saja sebagai pendukung untuk di analisis, adapun konsep 
operasional dapat dilihat sebagai berikut: 
Tabel 2.2. Konsep Operasional 
Konsep  Indikator 
Dampak Pemberlakuan Undang-
Undang No 5 Tahun 2014 tentang 






Hak dan Kewajiban 
Upaya pemerintah atas berlakunya 
undang-undang nomor 5 tahun 2014 






 METODE PENELITIAN  
 
3.1  Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilakukan dalam waktu mulai dari bulan Februari 2020 
sampai selesai dan lokasi penelitian ini dilakukan di Pemerintah Sekretariat 
Daerah Kabupaten Bengkalis. 
 
3.2  Jenis Penelitian 
 Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan 
deskriptif. Bodgan & Taylor dan Moelong (2007) mendefenisikan metode 
kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 
kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 
Sementara itu penelitian deskriptif dijelaskan oleh Zuriah (2009) sebagai 
penelitian yang diarahkan memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kajadian-
kajadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah 
tertentu. 
 
3.3  Sumber Data 
Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini: 
1. Data Primer 
Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh 
penelitian dan sumber pertama atau aslinya atau dengan kata lain 





penelitian untuk mendapatkan data yang lengkap dan berkaitan dengan 
masalah yang diteliti.  
2. Data Sekunder 
Data sekunder yaitu adalah data-data dimana peneliti memperoleh 
informasi, keterangan-keterangan berasal dari dokumen, laporan dan arsip 
dari pihat terkait. 
 
3.4  Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data yang diperoleh sebagai landasan dalam penelitian 
maka penulis melakukan pengumpulan data dari lapangan dengan menggunakan 
beberapa teknik pengumpulan data yaitu: 
1. Wawancara  
Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data 
dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi 
antara pengumpulan data (pewawancara) dengan sumber data (responden). 
2. Dokumentasi  
Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kulitatif 
dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh 
subjek atau oleh orang lain tentang subjek. Teknik dokumentasi untuk 
melengkapi data yang tidak didapatka dari proses wawancara. 
3. Observasi  
Observasi digunakan dalam rangka mengumpulkan data dalam 
suatu penelitian. Penelitian mengadakan pengamatan secara langsung pada 
subjek penelitian yang berhubungan dengan dampak pemberlakuan 
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undang-undang no 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara terhadap 
tenaga honorer pada pemerintah sekretariat daerah kabupaten bengkalis. 
 
3.5 Informen Penelitian 
Informen penelitian adalah subjek yang memberikan data berupa informasi 
kepada peneliti : 
Tabel. 3.1 Informen Penelitian 
No Nama informen Jabatan  Alasan dipilih 









dan kepegawaian di 
Sekretariat Daerah 





atau staff bagian 
organisasi 









4. Evi  Honorer Karena yang 
bersangkutan 
sebagai honorer 
5. Nelly Dawati Honorer  Karena yang 
bersangkutan 
sebagai honorer 








3.6 Analisis Data 
Analisis data adalah langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian 
menjadi data, dimana data yang  diperoleh dikerjakan dan dimanfaatkan 
sedemikian rupa sehingga dapat menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam 
menyusun penelitia, dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data 
menurut Miles dan Huberman (2009:147) yaitu: 
1. Reduksi data 
Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan perhatian 
pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang 
muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan. 
2. Penyajian data  
 Setelah reduksi data langkah selanjutnya dalam analisis data model 
ini adalah penyajian data yang dimaknai oleh Miles dan Hubernan 
(2009:147) sebagai sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan 
kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan 
dengan mencermati penyajian data ini, peneliti akan lebih mudah 
memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. 
3. Verifikasi data dan penarikan kesimpulan 
 Tahap akhir proses pengumpulan data adalah verifikasi data dan 
kesimpulan, yang dimaknai sebagai penarikan arti data yang telah 
ditampilkan, pemberian makna ini tentu saja sejauh pemahaman peneliti 





GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 
4.1 Sejarah Singkat Kabupaten Bengkalis 
Kepulauan Bengkalis merupakan kabupaten dengan julukan negeri 
junjungan atau kota terubuk. Banyak ragam budaya dan masyarakatnya pun 
tergolong dan terdiri dari etnis Melayu, Tionghoa, Jawa, Batak, minang dengan 
mayoritas penduduknya adalah Melayu. Asal mula terbentuknya nama Bengkalis 
berawal dari kedatangan Tuan Bujang alis Raja Kecilbergelar Sultan Abdul Jalil 
Rahmat Syah beserta pembantu dan pengikutnya pada tahun 1722 di kepulauan 
Bengkalis. Diambil dari kata “Mengkal” yang artinya sedih atau sebak dan 
“Kalis” yang berarti tabah,  sabar dan tahan ujian. Raja Kecil mengungkapkan 
kepada pembantu dan mengikutinya “Mengkal rasanya hati ini karena tidak diakui 
sebagai Sultan yang memerintah Negeri, namun tidak mengapalah, kita masih 
kalis dalam menerima keadaan ini” ketika ingin merebut tahta kerajaan Johor. 
Sehingga menjadi buah bicara penduduk bahwa baginda  sedang mengkal tapi 
masih kalis, akhirnya ucapan ini menjadi perkataan “oh baginda sedang 
Mengkalis”. Dari sinilah timbul perkataan Mengkalis dan lama kelamaan 
perkataan ini berubah menjadi “Bengkalis”. 
Pada mulanya Kabupaten Bengkalis dibentuk berdasarkan undang-undang 
nomor 12 tahun 1956 lembaran negara nomor 25 tahun 1956 dengan ibukotanya 
Bengkalis. Pada tahun 1999 Kota Administratif Dumai meningkat statusnya 
menjadi Kota Dumai. Pada tahun 2000 terjadi lagi pemekaran, Kabupaten 





Kabupaten Siak dan Kabupaten Rokan Hilir. Dan pada awal 2009 Kabupaten 
Bengkalis kembali dimekarkan menjadi Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten 
Kepulauan Meranti.  
Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Riau, 
memiliki luas area sebesar 6.975,41 km
2
. Secara geografis, posisi wilayah dari 
Kabupaten Bengkalis terletak pada 2°30
´
-0°17´ Lintang Utara dan 100°52´-
102°10´ Bujur Timur. Ibu Kota Kabupaten Bengkalis adalah Pulau Bengkalis 
yang letaknya terpisah dari daratan Pulau Sumatra. Pada tahun 2017, jumlah 
penduduk Kabupaten Bengkalis terhitung sebanyak 537.142 jiwa dengan sebaran 
penduduk 77 jiwa/km
2
. Secara administratif, Kabupaten Bengkalis terdiri dari 11 
kecamatan, 19 kelurahandan 136 desa dengan satu buah kota yang cukup besar, 
yakni Kota Duri  di Kecamatan Mandau. Berdasarkan Peraturan Daerah 
Kabupaten Bengkalis Nomor 01 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata 
Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis ditetapkan perangkat Sekretariat 
Daerah terdiri dari 1 (satu) orang Sekretaris Daerah, 3 (tiga) Asisten Sekretaris 
Daerah dan 12 (dua belas) bagian serta 36 (tiga puluh enam) sub bagian. 
Sekretariat Daerah, tipe A; merupakan unsur staf, mempunyai tugas membantu 
Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap 
pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. 
4.2 Visi dan Misi Kabupaten Bengkalis  
1. Terwujudnya pemerintah yang berwibawa, transparan dan bertanggung 




2. Terwujudnya pengelolaan seluruh potensi daerah dan sumber daya 
manusia untuk kemakmuran rakyat. 
3. Terwujudnya penyediaan infrastruktur yang berkualitas untuk 
kesejahteraan rakya. 
 
4.3 Profil Kepegawaian 
Badan Kepegawaian Daerah merupakan Lembaga Teknis Daerah 
merupakan unsur pendukung tugas Bupati, dipimpin oleh seorang  kepala yang 
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah. 
4.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi 
1. Perumusan kebijakan teknis dibidang manajemen kepegawaian daerah. 
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang 
manajemen kepegawaian. 
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kepegawaian daerah. 
4. Penyelenggaraan Administrasi Pegawai Negeri Sipil Daerah. 
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas 
dan fungsinya. 
 
4.4 Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis 
Proses penyusunan rencana strategi Sekretariat Daerah Kabupaten 
Bengkalis diamali dengan penetapan Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kabupaten 
Bengkalis yang tidak terlepas dari Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten 
Bengkalis. Dari Visi dan Misi yang telah di tetapkan kemudian di jabarkan ke 
dalam tujuan, sasaran dan strategi pencapaiannya dengan memperhatikan faktor-
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faktor internal dan eksternal, serta pemahaman terhadap kekuatan, kelemahan, 
peluang dan tantangan yang di identifikasikan melalui analisa SWOT (Setrenght, 
Weaknnesses, Opportunites and Threats). 
1. Pernyataan Visi 
Visi Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis adalah : “Mewujudkan tata 
kelola pemerintahan yang baik (Good Govermen)”. 
2. Pernyataan Misi 
Guna mendukung visi Kabupaten Bengkalis, maka Sekretariat 
Daerah Kabupaten Bengkalis menetapkan Misi sebagai berikut :  
a. Meningkatkan pelayanan yang andal, terpercaya, dan terjangkau oleh 
masyarakat luas. 
b. Melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) secara efektif dan efesien. 
 
4.5 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis 
Berdasarkan peraturan Bupati Bengkalis Nomor 79 Tahun 2019 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas 
Serta Tata Kerja Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis, maka susunan 
Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari : 
1. Sekretariat Daerah  
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari : 
a. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari : 
1) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan 
2) Sub Bagian Administrasi Kewilayahan dan Perbatasan 
3) Sub Bagian Otonomi Daerah 
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b. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari: 
1) Sub Bagian Binamental Spritual 
2) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial 
3) Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat 
c. Bagian Hukum, terdiri dari : 
1) Sub Bagian Perundang-undang  
2) Sub Bagian Bantuan Hukum 
3) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi 
d. Bagian Kerjasama, terdiri dari : 
1) Sub Bagian Fasilitas Kerjasama Dalam Negeri 
2) Sub Bagian Fasilitas Kerjasama Luar Negeri 
3) Sub Bagian Evaluasi Kerjasama 
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari : 
a. Bagian Perekonomian, terdiri dari : 
1) Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD 
2) Sub Bagian Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 
3) Sub Bagian Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 
b. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari : 
1) Sub Bagian Penyususnan Program  
2) Sub Bagian Pengadilan Program  
3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan  
c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri dari : 
1) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang atau Jasa 
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2) Sub Bagian Pengelolaan Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik 
3) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang atau Jasa 
d. Bagian Sumber Daya Alam, terdiri dari : 
1) Sub Bagian Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan, Kelautan, 
dan Perikanan 
2) Sub Bagian Sumber Daya Alam Pertambangan dan Lingkungan 
Hidup 
3) Sub Bagian Sumber Daya Alam Energi dan Air 
4. Asisten Administrasi Umum, Membawahi : 
a. Bagian Umum, terdiri dari : 
1) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Tata Usaha Staf Ahli 
2) Sub Bagian Perlengkapan  
3) Sub Bagian Rumah Tangga 
b. Bagian Organisasi , terdiri dari : 
1) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan 
2) Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana  
3) Sub Bagian Kinerja, Reforrmasi, Birokrasi, dan Kepegawaian 
Setda 
c. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri dari : 
1) Sub Bagian Protokol 
2) Sub Bagian Komunikasi Pimpinan 




d. Bagian Perencanaan dan Keuangan , terdiri dari : 
1) Sub Bagian Perencanaan  
2) Sub Bagian Keuangan  
3) Sub Bagian Pelaporan  
Dalam menjabarkan tugas dan fungsinya serta bagaimana fungsi-fungsi 
organisasi yang dijalankan, dapat dilihat dalam Struktur Organisasi Bagian 

















Sumber : Sekertariat Daerah kabupaten Bengkalis 
 
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENGKALIS 
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4.6 Jenis Populasi Setiap Bidang 
Tabel. 4.1. Populasi dan Sampel 
No Jenis Populasi Populasi Sampel 
1. Kepala Sekretaris Daerah 1 1 
2. Asisten Pemerintah 1 1 
3. Asisten Perekonomian Dan Pembangunan 1 1 
4. Asisten Administrasi 1 1 
5. Kabag Tata Pemerintah Dan Otonomi Daerah 1 1 
6. Kasubag Pemerintahan Umum 1 1 
7. Kasubag Otonomi Daerah 1 1 
8. Kasubag Bina Kecamatan 1 1 
9. Kabag Hukum 1 1 
10. Kasubag Peraturan Perundang-Undangan 1 1 
11. Kasubag Bantuan Hukum 1 1 
12. Kasubag Dokumentasi Dan Penyuluhan Hukum 1 1 
13. Kabag Pengelolaan Perbatasan 1 1 
14. Kasubag Fasilitas Penataan Batas Daerah 1 1 
15. Kasubag Fasilitas Pengembangan Potensi 
Kawasan Perbatasan Negara 
1 1 
16. Kasubag Fas. Peng. Kawasan Perbatasan 1 1 
17. Kabag Admnistrasi Kerjasama Daerah 1 1 
18. Kasubag Fasilitas Kerjasama Daerah 1 1 
19. Kasubag Fasilitas Kerjasama Pihak Ketiga 1 1 
20. Kasubag  Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri Dan 
Perselisihan 
1 1 
21. Kabag Perekonomian Dan Suber Daya Alam 1 1 
22. Kasubag Produksi & Distribusi Perekonomian 1 1 
23. Kasubag Pendayagunaan Perekonomian & SDA 1 1 
24. Kasubag Sarana Perekonomian & SDA 1 1 
25. Kabag Administrasi Pembangunan 1 1 
26. Kasubag Program Kerja 1 1 
27. Kasubag Pengendalian Pembangunan 1 1 
28. Kasubag EV Dan Pelaporan Pembangunan 1 1 
29. Kabag Pengadaan Barang Dan Jasa 1 1 
30. Kasubag Pengadaan Layanan Pengadaan Secara 
Elektronik Barang Dan Jasa 
1 1 
31. Kasubag Pengadaan Barang Dan Jasa 1 1 
32. Kasubag Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan 
Barang Dan Jasa 
1 1 
33. Kabag Kesejahteraan Rakyat 1 1 
34. Kasubag Pelayanan ADM Dan Pembinaan SDM 1 1 
35. Kasubag Pelayanan ADM Pemsos 
Kemasyarakatan 
1 1 
36. Kasubag Pelayanan ADM Dan Pembinaan 1 1 
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No Jenis Populasi Populasi Sampel 
Keagamaan 
37. Kabag Organisasi 1 1 
38. Kasubag Kelembagaan Dan Ranjab 1 1 
39 Kasubag Ketatalaksanaan 1 1 
40. Kasubag Pengembangan Kinerja Organisasi & 
Kepegawaian  Setda 
1 1 
41. Kabag Umum 1 1 
42. Kasubag Tata Usaha Pimpinan 1 1 
43. Kasubag Rumah Tangga 1 1 
44. Kasubag Protokol 1 1 
45. Kabag Keuangan Dan Aset 1 1 
46. Kasubag Keuangan 1 1 
47. Kasubag Penataan Aset 1 1 
48. Kasubag Data Dan Pelaporan 1 1 
49. Kabag Humas 1 1 
50. Kasubag Peliputan Dan Dokumentasi 1 1 
51. Kasubag Kehumasan 1 1 
52. Kasubag Pengelolaan Informasi Dan Naskah 1 1 
53. Pegawai Negeri Sipil (PNS) 128 128 
54. Tenaga Honorer 230 230 
 JUMLAH 410 410 
Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis 
 
4.7 Satuan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis 
Perangkat Daerah atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan 
organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang  bertanggung jawab 
kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraaan pemerintah didaerah. 
Perangkat daerah dibentuk oleh masing-masing Daerah berdasarkan pertimbangan 
karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah.  
Kabupaten Bengkalis memiliki 46 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 





Tabel 4.2 : Jumlah PNS dan Honorer Pada Satuan Perangkat Daerah 
No Nama Satuan Perangkat Daerah Jumlah PNS Jumlah Honorer 
1. Sekretariat Daerah  180 230 
2. Sekretariar DPRD 60 125 
3. Inspektorat  43 14 
4. Dinas Pendidikan 3.740 1369 
5. Dinas Kesehatan 678 179 
6. Dinas Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang 
95 77 
7. Dinas Perumahan, Pemukiman dan 
Pertanahan 
64 211 
8. Dinas Pemadam Kebakaran 40 211 
9. Dinas Sosial 55 79 
10. Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi 
41 - 
11. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak 
43 27 
12. Dinas Pengendalian Penduduk dan 
Keluarga Berencana 
38 41 
13. Dinas Ketahanan Pangan  35 27 
14. Dinas Lingkungan Hidup 72 825 
15. Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil 
58 58 
16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
dan Desa 
37 41 
17. Dinas Perhubungan 103 219 
18. Dinas Komunikasi, Informatika dan 
Statistik 
35 10 
19. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan 
Menengah 
45 19 
20. Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Satu Pintu 
69 24 
21. Dinas Pariwisata,Kebudayaan, 
Kepemudaan dan Olahraga  
66 183 
22. Dinas Kelautan dan Perikanan  53 68 
23. Dinas Pertanian 121 46 
24. Dinas Perdagangan dan Perindustrian 70 201 
25. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 59 62 
26. Satuan Polisi Pamong Praja 86 233 
27. Badan Perencanaan Pembangunan 
dan Daerah 
61 17 
28. Badan Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Daerah 
74 84 
29. Badan Pendapatan Daerah 106 79 
30 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 52 47 
44 
 
No Nama Satuan Perangkat Daerah Jumlah PNS Jumlah Honorer 
Pelatihan 
31. Badan Penelitian dan Pengembangan 27 56 
32. Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah 
32 46 
33. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 31 16 
34. Rumah Sakit Umum Daerah 
Bengkalis 
237 248 
35. Rumah Sakit Umum Daerah 
Kecamatan Mandau 
181 - 
36. Kecamatan Bengkalis 63 43 
37. Kecamatan Bantan 27 22 
38. Kecamatan Bukit Batu 39 27 
39. Kecamatan Siak Kecil 31 22 
40. Kecamatan Rupat 44 52 
41. Kecamatan Rupat Utara 30 20 
42. Kecamatan Mandau 98 72 
43. Kecamatan Pinggir 31 35 
44. Kecamatan Bandar Laksmana 11 19 
45. Kecamatan Talang Mandau 14 16 
46. Kecamatan Bathin Solapan 16 16 
Jumlah Total 7.211 5.437 









6.1  Kesimpulan  
6.1.1 Upaya atau Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dalam 
Menata Administrasi Kepegawaian Tenaga Honorer Dan Sejenisnya 
Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang 
Aparatur Sipil Negara 
 
Dari hasil penelitian yang penulislakukan mengenai Analisis Dampak 
Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil 
Negara Terhadap Tenaga Honorer Pada Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten 
Bengkalis, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa Pemerintah Kabupaten 
Bengkalis senantiasa menata administrasi kepegawaian tenaga honorer dan 
sejenisnya melalui terbentuknya legalitas formalnya seperti diterbitkannya surat 
keputusan (SK) tenaga honorer yang awalnya dikeluarkan oleh Bupati atau 
Pejabat Daerah, untuk tahun 2019 seterusnya surat keputusan (SK) sudah 
dialihkan kepada masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah) baik itu 
Kepala Badan dan Kepala Dinas dilingkungan istansi pemerintah kabupaten 
bengkalis dan ditugaskan atau ditempatkan sesuai dengan surat keputusan (SK) 
masing-masing bagian. 
 Adapun surat keputusan (SK) ini berlaku selama 1 tahun kemudian surat 
keputusan (SK) tersebut diperpanjang oleh pemerintah kabupaten bengkalis 
bilamana pemerintah masih membutuhkan tenaga honorer atau tenaga kontrak 






6.1.2 Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 
Tentang Aparatur Sipil Negara Terhadap Administrasi Kepegwaian 
Tenaga Honorer Dan Sejenisnya Pada Pemerintah Kabupaten 
Bengkalis 
 
Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam menjalankan roda pemerintahan 
(kinerja) masih membutuhkan tenaga honorer yang pengangkatanya melalui 
kepala perangkat daerah masing-masing dan penggajiannya diatur melalui sumber 
anggaran dimasing-masing istansi pemerintahan sesuai dengan anggaran APBD 
yang tersedia di Kabupaten Bengkalis. 
Disamping itu juga Pemerintah Kabupaten Bengkalis masih terdapat 
kekurangan pegawai seperti tenaga operator, keamanan dan kebersihan yang 
sifatnya untuk membantu kelancaran perencanaan pekerjaan. 
 
6.2   Saran 
Dari hasil penelitian yang penulis lakuakan mengenai Analisis Dampak 
Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil 
Negara Terhadap Tenaga Honorer Pada Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten 
Bengkalis, maka peneliti dapat memberikan saran kepada Pemerintah Sekretariat 
Daerah Kabupaten Bengkalis sebagai bentuk masukan penulis agar kedepatnya 
Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis menjadi istansi yang lebih baik lagi 
kedepannya. 
1. Disarankan Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis untuk 
lebih memberikan semangat kinerja bagi tenaga honorer yang ada 
dilingkungan istansi pemerintahan dan sekaligus dapat memberikan 




memberikan jaminan untuk dapat mengangkat setatus dan kedudukannya 
sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara atau sekiranya menjadi sekala 
prioritas untuk tingkat kelulusan menjadi Pegawai Pemerintah dengan 
Perjanjian Kerja (PPPK). 
2. Disarankan Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis dapat 
meningkatkan motivasi dan inovasi sebagai tenaga honorer atau tenaga 
kontrak diharapkan agar kiranya pemerintah juga dapat meningkatkan 
sumber daya manusia (SDM), melalui kegiatan-kegiatan pendidikan, 
pelatihan dan kursus lainnya yang tujuannya adalah untuk meningkatkan 
kemampuan kinerja dalam mencapai tujuan yang diharapkan. 
3. Disarankan bahwa Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis 
agar kiranya membuat regulasi (aturan) serta fakta integritas terhadap 
pegawai honorer tentang disiplin kinerja maupun hak dan tanggung jawab 
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Gambar : 1 Penulis bersama Bapak Djamaludin selaku kepala BKD (Badan 





Gambar : 2 Penulis bersama Bapak Safrizal, S.Ap selaku KASUBAG 
Pengembangan Kinerja Organisasi dan Kepegawaian SETDA, pada waktu 











Gambar : 3 Penulis bersama Ibuk Nurzana selaku Staff pada Bagian Organisasi 





Gambar : 4 Salah satu kegiatan pegawai ASN dan tenaga honorer pada ruangan 














Gambar : 5 Salah satu lorong pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten 






















Gambar : 7 Situasi parkiran mobil dinas pada Kantor Sekretariat Daerah 





Gambar : 8 Situasi parkiran kendaraan roda dua pada Kantor Sekretariat Daerah 

















Gambar : 9 Ruang lingkup Kantor Sekretariat Daerah masih di lingkungan Kantor 





Gambar : 10 Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bengkalis, pada 















Gambar : 11 Penulis bersama Ibuk Evi selaku Honorer pada Bagian Organisasi 
SETDA, pada waktu pengumpulan data dan informasi penelitian. 
 
 
Gambar : 12 Penulis bersama Ibuk Nelly Dawati selaku Honorer pada Bagian 














Gambar : 13 Penulis bersama Ibuk Ardilla Cintia selaku Honor pada Bagian 
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